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ABSTRAK
Wakhid Nanang Santoso
NIM : S431402033
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PENGGUNAAN
APPROWEB OLEH ACCOUNT REPRESENTATIVE DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspektasi kinerja,
ekspektasi usaha, pengaruh sosial, keyakinan diri dalam menggunakan web,
kontrol keamanan persepsian, dan persepsi menyenangkan terhadap niat
penggunaan approweb oleh account representative di Direktorat Jenderal Pajak.
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui web terhadap
account representative diseluruh Indonesia. Dari hasil survei terkumpul 417
sampel. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif,
uji instrumen, uji asumsi klasik, uji t sampel bebas, dan uji hipotesis dengan
menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha,
pengaruh sosial, kontrol keamanan persepsian, dan persepsi menyenangkan
berpengaruh positif terhadap terhadap niat penggunaan approweb, sedangkan
keyakinan diri dalam menggunakan web tidak berpengaruh terhadap terhadap niat
penggunaan approweb oleh account representative di Direktorat Jenderal Pajak.
Penelitian ini mampu mendukung validitas model UTAUT dengan menambahkan
faktor persepsi pribadi terhadap niat penggunaan approweb.
Kata kunci: UTAUT, persepsi pribadi, niat penggunaan, approweb, account
representative.
xx
ABSTRACT
Wakhid Nanang Santoso
NIM : S431402033
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PENGGUNAAN
APPROWEB OLEH ACCOUNT REPRESENTATIVE DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
This study aims to investigate the effect of performance expectancy, effort
expectancy, social influence, web self efficacy, perceived security controls, and
perceived enjoyment on the intention to use the approweb by account representative at
the Directorate General of Taxation.
This research method was conducted by web survey to the account representative
throughout Indonesia. From the survey collected 417 samples. Data analysis methods in
this research using descriptive analysis, instruments testing, classical assumptions
testing, independent samples t-test, and hypothesis testing using multiple linear
regression analysis.
The results showed that the performance expectancy, effort expectancy, social
influence, perceived security control, and perceived enjoyment positively effect on the
intention to use approweb, whereas the web self efficacy has no effect on the intentions to
use approweb by account representative at the Directorate General of Taxation. This
study is capable of supporting the validity of the UTAUT model by adding the personal
perception on the intentions to use approweb.
Keywords: UTAUT, personal perception, intentions to use, approweb, account
representative.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan teknologi informasi saat ini membawa banyak manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat luas. Teknologi dan informasi merupakan salah satu
aspek dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan karena menunjang
kegiatan manusia dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan, baik di sektor publik maupun swasta. Sektor bisnis merupakan salah
satu bidang yang sangat tergantung dengan manfaat teknologi informasi yang
semakin maju. Kebutuhan informasi dunia bisnis yang akurat dan relevan dapat
dipenuhi oleh teknologi informasi secara cepat dan tepat waktu (Wilkinson dan
Cerullo, 1997). Menurut Alpert dan Muscarella (2007) menerima dan
menggunakan teknologi informasi modern dalam kehidupan kontemporer saat ini
merupakan salah satu faktor yang mengubah kebutuhan dan gaya hidup
masyarakat. Salah satu contoh kemajuan teknologi modern berbasis web adalah
perkembangan internet yang sangat pesat. Internet memudahkan pelaku bisnis
dalam memperoleh informasi untuk menunjang aktivitas bisnisnya.
Penggunaan internet dalam bisnis telah berubah dari fungsi sebagai alat
untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi
bisnis, seperti: pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan (Oviliani, 2000).
Melihat besarnya manfaat dari penggunaan internet oleh sektor swasta, sektor
pemerintahan berusaha meningkatkan pelayanan publik menggunakan internet
atau yang biasa disebut e-government. Permasalahan yang sering dihadapi
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(2008) adalah banyaknya kecenderungan birokrasi dalam sistem pemerintahan,
pola pengambilan keputusan terpusat, kompleksitas redudansi di sektor publik,
kurangnya koordinasi, dan pembagian informasi yang efektif, dan kurangnya
pemanfaatan infrastruktur teknologi dan komunikasi (ICT). E-government adalah
penggunaan ICT dan internet untuk meningkatkan akses dan pengiriman semua
aspek dari kegiatan pelayanan pemerintah untuk memberikan manfaat bagi
kelompok stakeholder-nya yang mencakup warga, bisnis, dan pemerintah sendiri
(Srivastava dan Teo, 2008).
E-government juga dapat didefinisikan sebagai cara untuk menyediakan
jasa pemerintah secara elektronik, biasanya dengan mengandalkan infrastruktur
internet untuk mengurangi karakter fisik transaksi nasabah atau dengan
menggunakan aplikasi berbasis internet untuk meningkatkan fungsi pemerintah
(Muganda dan Van Belle, 2010). Penggunaan e-government memudahkan
pemerintah dalam mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia
bisnis, dan pihak yang berkepentingan. Saat ini yang menjadi perhatian utama
pemerintah dalam menerapkan e-government adalah meningkatkan penerimaan
disektor perpajakan.
Penelitian di bidang perpajakan penting karena pajak merupakan salah
satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan
pembangunan nasional. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 adalah :
3“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pajak menurut Rochmat Soemitro:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-
pretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum”.
Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa pajak digunakan untuk
menunjang roda pemerintahan dan membiayai pembangunan untuk kemakmuran
rakyat. Selama lima tahun terakhir pajak menyumbang hampir 70% pendapatan
dalam negeri. Berikut disajikan perkembangan pendapatan negara dalam periode
2010-2014.
Tabel 1
Perkembangan Pendapatan Negara, 2010-2014
(triliun rupiah)
Uraian 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
I. Pendapatan Dalam Negeri 992,2 99,7% 1.205,3 99,6% 1.332,3 99,6% 1.432,1 99,5% 1.633,1 99,9%
1. Penerimaan Perpajakan 72,3 73% 873,9 72% 980,5 73% 1.077,3 75% 1.246,1 76%
2. PNBP 268,9 27% 331,5 27% 351,8 26% 354,8 25% 386,9 24%
II. Penerimaan Hibah 3 0,3% 5.3 0,4% 5,8 0,4% 6,8 0,5% 2,3 0,1%
Total 995,3 1.210,6 1.338,1 1.438,9 1.635,4
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN, 2016
Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa peran penerimaan perpajakan
terhadap penerimaan dalam negeri sangat besar dan selalu meningkat dari tahun
ketahun. Namun selama lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak selalu di
4bawah target yang ditetapkan. Berikut disajikan target dan realisasi penerimaan
pajak selama lima tahun terakhir pada tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2
Tabel Realisasi dan Target Penerimaan Pajak, 2009-2014
(triliun rupiah)
Tahun Target Realisasi %
2009 652 620 95,1 %
2010 743 723 97,3 %
2011 879 874 99,4 %
2012 1.016 981 96,4 %
2013 1.148 1.077 93,8 %
2014 1.246 1.143 91,7 %
Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak
Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan
realisasi penerimaan diantaranya melalui perbaikan sistem informasi, misalnya
aplikasi PKPM, aggregat, SIDJP, dan approweb. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi
informasi dibidang perpajakan untuk mencapai target penerimaan negara adalah
penggunaan aplikasi berbasis web yaitu approweb.
Approweb merupakan aplikasi yang awalnya dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Madya Jakarta Barat pada tahun 2008 yang kemudian dikembangkan
oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) Direktorat Jenderal Pajak.
Aplikasi ini digunakan untuk memutakhirkan dan menstandarkan profil wajib
pajak. Pengenalan profil wajib pajak (WP) merupakan salah satu tugas seorang
account representative (AR). Tugas account representative menggali potensi
pajak wajib pajak dapat optimal apabila account representative mengenal secara
mendalam profil wajib pajak mereka. Profil wajib pajak meliputi berbagai hal
terkait data pribadi yang dapat digunakan untuk menggali potensi pajaknya.
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usaha, proses bisnis, pihak-pihak yang terkait dengan wajib pajak, dan kewajiban
perpajakannya menjadi penting untuk direkam menjadi profil. Penggunaan
approweb digunakan untuk mempermudah decision support system para account
representative dalam mengelola data untuk menghasilkan informasi tentang wajib
pajak yang berkualitas. Umumnya banyak wajib pajak yang merasa keberatan
dengan produk hukum yang dikeluarkan para aparat pajak karena adanya
ketidaksepahaman pelaksanaan undang-undang perpajakan oleh wajib pajak
dengan aparat pajak.
Pada bulan mei 2008, Dirjen Pajak mengeluarkan S-142/PJ/2008 tentang
Panduan Pembuatan Profil Wajib Pajak untuk menstandarkan profil wajib pajak
yang minimal harus dibuat oleh account representative. Penerbitan surat tersebut
ternyata belum mengatur media dan cara pembuatan profil wajib pajak sehingga
hal tersebut mengakibatkan tidak seragamnya para account representative
membuat profil wajib pajak misalnya terdapat account representative yang
membuat berkas profil wajib pajak berjenis microsoft excell, microsoft word,
microsoft power point maupun berbentuk web. Beragamnya jenis berkas
pembuatan profil wajib pajak ini memunculkan beberapa masalah seperti profil
wajib pajak dibuat mulai nol lagi karena penggantian account representative dan
pegawai lama tidak memberikan berkas profil wajib pajak yang telah dibuatnya,
account representative baru kehilangan riwayat kasus maupun penanganan wajib
pajak yang telah dilakukan pegawai lama, dan kesulitan dalam pengawasan
pembuatan profil (www.pajak.go.id). Terbitnya Surat Edaran Nomor : SE-
641/PJ/2010 tentang Penggunaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan
Profil, menjadi awal penyeragaman sarana pembuatan profil wajib pajak
menggunakan approweb dengan server yang ditempatkan di masing-masing
kanwil.
Seiring berjalannya waktu, evaluasi approweb menunjukkan bahwa
aplikasi ini belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Banyak
keluhan pengguna terutama account representative terhadap approweb. Keluhan
pengguna atas approweb umumnya berkaitan dengan masalah aplikasi, masalah
jaringan, masalah ketersediaan data, masalah lamanya waktu akses atau waktu
tampil data, dan adanya data wajib pajak yang tidak ditampilkan oleh di approweb
khususnya data SPT wajib pajak (Panduan Penggunaan Approweb, 2012).
Melihat banyaknya keluhan tersebut maka dibentuk tim penyempurnaan
approweb pada tahun 2011. Pemanfaatan aplikasi yang belum maksimal tersebut
secara tidak langsung akan mengurangi kepercayaan pengguna termasuk account
representative dalam menggunakan approweb sehingga akan semakin
mempersulit dalam proses kerja dalam mencapai target penerimaan pajak. Hal
tersebut seperti yang disampaikan melalui wawancara dengan dua orang
narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP).
Narasumber pertama menyatakan bahwa:
“Approweb merupakan aplikasi penting yang digunakan sebagai sarana
dalam pembuatan profil wajib pajak berbasis web untuk mempermudah
pemantauan dan pengawasan wajib pajak. Namun saat ini penggunaan
approweb masih belum optimal dan masih banyak permasalahan atau
keluhan didalam penggunaannya terutama masalah aplikasi dan jaringan.
Banyaknya keluhan tersebut mengakibatkan niat para account
representative untuk menggunakan approweb masih cukup rendah
sehingga approweb masih perlu disempurnakan lagi”.
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“Approweb itu adalah aplikasi yang pada awalnya dikhususkan untuk
profiling wajib pajak, kemudian dikembangkan terus menjadi alat untuk
menurunkan data terkait aspek perpajakan dari lawan transaksi dan juga
digunakan untuk mendokumentasikan proses kerja account representative,
sehingga setiap wajib pajak yang telah diawasi akan terekam terus proses
pengawasannya sudah dalam tahap apa. Permasalahan utama approweb
saat ini adalah load atau traffic yang tinggi dan terdapat beberapa data
profil wajib pajak yang tidak muncul didalam menu approweb.
Permasalahan tersebut harus segera diatasi karena mulai banyak account
representative yang kerjanya tidak optimal dan mulai enggan
menggunakan approweb”.
Banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan sebuah sistem
informasi dapat mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakannya
(Venkatesh, 2003). Untuk mengetahui niat penggunaan sebuah sistem informasi,
para peneliti sebelumnya menggunakan pengembangan model teori UTAUT,
namun sebagian besar masih dilakukan di bidang yang kompleks seperti industri
jasa (bisnis hiburan, jasa telekomunikasi, layanan perbankan, ritel elektronik, dan
jasa layanan keuangan misalnya e-commerce dan e-banking. Venkatesh et al.
(2003) menggunakan model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology) untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi.
Model ini merupakan gabungan dari delapan model sebelumnya yaitu TRA
(Theory Of Reasoned Action), TAM (Technology Acceptance Model), MM
(Motivational Model), TPB (Theory of Planned Behavior), Kombinasi dari Model
TAM dan TPB, MPCU (Model Of PC Utilization), IDT (Innovation Of Diffusion
Theory), dan SCT (Social Cognitive Theory). Model UTAUT menunjukkan niat
untuk berperilaku (behavioral intention) dan perilaku untuk menggunakan suatu
teknologi (use behavior) dipengaruhi ekspektasi kinerja (performance
8expectancy), ekspektasi usaha (effort expectancy), pengaruh sosial (social
influence), dan kondisi pendukung (facilitating condition).
Model UTAUT digunakan untuk penggunaan suatu sistem (Venkatesh et
al., 2003). Penelitian di bidang mobile commerce, penggunaan smartphone
dengan berbagai aplikasinya saat ini telah menjadi bagian gaya hidup. Aplikasi
smartphone adalah hal inovatif yang mampu menunjang perubahan gaya hidup
sehat masyarakat (Okumus dan Bilgihan, 2013). Perkembangan teknologi yang
semakin maju mampu membawa berbagai macam manfaat dalam pengembangan
gaya hidup (Consolvo et al., 2006). Penggunaan telepon sebagai teknologi
interaktif di bidang bisnis mengalami pertumbuhan sangat pesat, karena hal
tersebut mampu mendukung kegiatan sehari-hari dibidang bisnis dengan
mengurangi waktu dan biaya yang digunakan. Fonomena di atas juga terjadi di
bidang perpajakan. Penggunaan approweb merupakan sebuah inovasi dibidang
aplikasi perpajakan yang mampu merubah cara kerja account representative yang
awalnya membuat profil wajib pajak secara manual menjadi lebih komprehensif
dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya.
Penelitian sebelumnya di bidang pelayanan publik telah dilakukan oleh Al
Awadhi dan Morris (2008) yaitu menggunakan model UTAUT untuk mengetahui
proses adopsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di
Kuwait. Kerangka teori UTAUT mampu menjelaskan penggunaan berbagai
layanan e-government, khususnya penggunaan e-filling dibidang perpajakan. E-
filling memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan proses pelaporan
9pajak individu sementara pada saat yang sama mengurangi biaya dan waktu yang
diperlukan dibandingkan jika melaporkan secara manual (Fletcher, 2002).
Penelitian dibidang perpajakan dengan mengembangkan model UTAUT
dan penambahan faktor personal di Indonesia dilakukan oleh Titisari (2014). Hasil
penelitiannya menemukan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya, pengaruh
sosial, keyakinan diri dalam penggunaan web, dan kesadaran wajib pajak
memiliki pengaruh positif terhadap niat penggunaan e-filling, sedangkan variabel
kepercayaan pada Application Service Provider (ASP) dan kontrol keamanan
persepsian tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan sistem e-filling. Utari
(2015) menyatakan bahwa konstruk persepsi kemudahan, kepercayaan pada
internet, kepercayaan pada pemerintah, kepercayaan pada e-government
berpengaruh positf terhadap minat menggunakan sistem e-filling pada orang yang
belum berpengalaman sedangkan persepsi kemanfaatan, kepercayaan pada
internet, kepercayaan pada pemerintah, kepercayaan pada eGOV berpengaruh
positif terhadap minat menggunakan sistem e-filing pada orang yang sudah
berpengalaman. Penelitian Riadi (2014) yang menggunakan model Theory of
Planned Behavior (TPB) dan model penerimaan teknologi (TAM) menemukan
bahwa kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) berpengaruh
positif terhadap kegunaan persepsian (perceived usefulness). Kemudahan
penggunaan persepsian dan kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap
sikap dalam menggunakan e-filing.
Dirsa (2014) menemukan bahwa keengganan masyarakat dalam
menggunakan e-filling terjadi dalam tipe paling mendasar yaitu non destructive
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atau menunjukkan kurangnya ketertarikan terhadap sistem e-filling. Hasil
penelitian Wiyono dan Sugiarto (2007) menemukan kewajiban menggunakan e-
filling akan menyebabkan tidak berpengaruhnya behavioral intention terhadap
actual use selain itu complexity mempunyai berpengaruh positif terhadap actual
use, demikian pula gender juga mempunyai pengaruh positif terhadap perceived
ease of use (Wiyono dan Sugiarto, 2007).
Widodo (2008) menggunakan model dekomposisi teori perilaku rencanaan
(decomposed theory of planned behavior) menemukan bahwa minat untuk
menggunakan e-filling secara berkelanjutan, dipengaruhi oleh kepuasan pengguna
dan kemampuan sendiri menggunakan internet (internet self efficacy). Hasil
penelitian Gonzales (2012) menggunakan model UTAUT untuk meneliti niat
melakukan audit berkelanjutan dengan menggunakan CAATs (Computer Assisted
Audit Tools and Techniques) menunjukkan bahwa persepsi ekspektasi usaha
(effort expectancy) dan norma sosial (social norm) berpengaruh positif terhadap
penggunaan audit berkelanjutan, namun hal tersebut tidak didukung oleh
ekspektasi kinerja (performance expectancy) dan kondisi yang memfasilitasi
(facilitating condition).
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang
mempengaruhi niat seorang account representative untuk memanfaatkan sebuah
teknologi informasi (approweb) di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, sampai
saat ini penelitian empiris tentang approweb dengan menggunakan model
UTAUT belum banyak dilakukan di Indonesia. Penggunaan model UTAUT
didalam penelitian sebelumnya, umumnya hanya menggunakan model UTAUT
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yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003), tanpa adanya penambahan
faktor-faktor lainnya. Namun di dalam penelitian yang dilakukan oleh Carter et al.
(2011), model UTAUT dimodifikasi dengan menambahan konstruk persepsi
pribadi yaitu kepercayaan (trust), keberhasilan (efficacy), dan keamanan
(security), sedangkan di dalam model penelitian ini persepsi pribadi yang
digunakan adalah keyakinan diri dalam menggunakan web (web self efficacy),
kontrol keamanan persepsian (perceived security control), dan persepsi
menyenangkan (perceived enjoyment) yang dikembangkan oleh Okumus dan
Bilgihan (2013). Perceived enjoyment digunakan karena merupakan sebuah faktor
yang mungkin mempengaruhi penggunaan sebuah teknologi (Okumus dan
Bilgihan, 2013). Perceived enjoyment diklaim memiliki efek positif terhadap niat
penggunaan internet (Cheong dan Park, 2005). Berdasarkan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Carter (2011), kerangka pikir didalam penelitian
ini tetap menggunakan model UTAUT yang terdiri dari tiga determinan utama
yaitu ekspektasi kinerja (performance expectancy) adalah seberapa jauh seseorang
percaya bahwa penggunaan sistem akan membantu mencapai hasil kerjanya,
ekspektasi usaha (effort expectancy) adalah seberapa jauh tingkat kemudahan
penggunaan sistem, dan pengaruh sosial (social influence) adalah seberapa jauh
persepsi seseorang akan keyakinan orang lain dalam menggunakan sistem baru.
Berdasarkan hal di atas, penelitian ini disusun dengan judul : “Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Approweb Oleh Account
Representative Direktorat Jenderal Pajak”.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas diketahui bahwa penggunaan approweb
masih belum optimal dan masih banyak permasalahan maupun keluhan oleh
account representative sehingga akan berpengaruh terhadap niat penggunaan
mereka. Proses standarisasi profil wajib pajak yang menjadi ujung tombak dalam
penggalian potensi wajib masih menemui banyak kendala sehingga perlu
dilakukan penyempurnaan approweb secara terus menerus agar memudahkan para
account representative dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, perlu
diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat para account representative
dalam menggunakan approweb yang ditinjau dengan menggunakan determinan
utama model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)
meliputi performance expectancy, effort expectancy, dan social influence dengan
menambahkan beberapa variabel persepsi pribadi yaitu web self efficacy,
perceived security control, dan perceived enjoyment. Berdasarkan rumusan
masalah di atas dapat diuraikan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:
1. Apakah ekspektasi kinerja (Performance Expectancy) berpengaruh
terhadap niat penggunaan approweb (Intention to Use Approweb) oleh
account representative di Direktorat Jenderal Pajak ?
2. Apakah ekspektasi usaha (Effort Expectancy) berpengaruh terhadap niat
penggunaan approweb (Intention to Use Approweb) oleh account
representative di Direktorat Jenderal Pajak ?
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3. Apakah pengaruh sosial (Social Influence) berpengaruh terhadap niat
penggunaan approweb (Intention to Use Approweb) oleh account
representative di Direktorat Jenderal Pajak ?
4. Apakah keyakinan diri dalam menggunakan web (Web Self Efficacy)
berpengaruh terhadap niat penggunaan approweb (Intention to Use
Approweb) oleh account representative di Direktorat Jenderal Pajak ?
5. Apakah kontrol keamanan persepsian (Perceived Security Control)
berpengaruh terhadap niat penggunaan approweb (Intention to Use
Approweb) oleh account representative di Direktorat Jenderal Pajak ?
6. Apakah persepsi menyenangkan (Perceived Enjoyment) berpengaruh
terhadap niat penggunaan approweb (Intention to Use Approweb) oleh
account representative di Direktorat Jenderal Pajak ?
D.Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh ekspektasi kinerja (Performance
Expectancy) terhadap niat penggunaan approweb (Intention to Use
Approweb) oleh account representative di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh ekspektasi usaha (Effort
Expectancy) terhadap niat penggunaan approweb (Intention to Use
Approweb) oleh account representative di Direktorat Jenderal Pajak.
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh sosial (Social Influence) terhadap
niat penggunaan approweb (Intention to Use Approweb) oleh account
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representative di Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mengetahui apakah terdapat pengaruh keyakinan diri dalam menggunakan
web (Web Self Efficacy) terhadap niat penggunaan approweb (Intention to
Use Approweb) oleh account representative di Direktorat Jenderal Pajak.
5. Mengetahui apakah terdapat pengaruh kontrol keamanan persepsian
(Perceived Security Control) terhadap niat penggunaan approweb
(Intention to Use Approweb) oleh account representative di Direktorat
Jenderal Pajak.
6. Mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi menyenangkan (Perceived
Enjoyment) terhadap niat penggunaan approweb (Intention to Use
Approweb) oleh account representative di Direktorat Jenderal Pajak.
E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Praktisi
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang penggunaan
dan penyempurnaan berbagai sistem teknologi informasi perpajakan di
Direktorat Jenderal Pajak khususnya approweb untuk membantu mencapai
target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian dapat menambah referensi di dalam pengembangan sistem
teknologi informasi khususnya dibidang perpajakan terkait dengan niat
penggunaan sebuah sistem.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing sebuah negara. Pemanfaatan
teknologi informasi didalam segala bidang diharapkan mampu memberikan
keuntungan maupun pelayanan kepada masyarakat. Perilaku manusia yang
memanfaatkan teknologi menimbulkan hubungan keperilakuan, baik itu menolak
maupun menerima suatu obyek dengan adanya prosedur tertentu (Fishbein dan
Ajzen, 1980). Persepsi yang terbentuk dari para pengguna sebuah sistem akan
menimbulkan perilaku terhadap sebuah teknologi informasi. Perilaku penggunaan
teknologi informasi yang terus berlanjut lebih penting daripada adopsi awal
penggunaan, karena banyak pengguna awalnya didorong oleh tekanan wajib dan
akan menghentikan penggunaannya dalam tahap selanjutnya (Bhattacherjee,
2001).
A. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Wajib Pajak
Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa :
“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak, atau pemotong pajak
tertentu”.
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Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh,
dan UU No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan
pelaksanaannya adalah:
“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap wajib pajak yang
telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan wajib pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang
sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan Tahun 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif
adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan.
2. Jenis-jenis Wajib Pajak
Wajib pajak tersebut di atas terdiri dari :
a. Wajib Pajak Orang Pribadi
b. Wajib Pajak Badan
c. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 89/PJ/2009
Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, wajib pajak yang
terdaftar dapat di administrasikan ke dalam dua jenis wajib pajak, yaitu:
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a. Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan
kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
b. Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan
pemenuhan kewajiban baik berupa pembayaran pajak maupun
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat
diaktifkan kembali.
Wajib pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a) Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan kewajiban
perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT
Masa dan/atau Tahunan.
b) Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya
c) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum
diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum
mengajukan penghapusan NPWP
d) Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha
e) Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi
f) Wajib Pajak Badan yang telah bubar tetapi belum ada akte pembubarannya
atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat
pengesahan dari instansi yang berwenang)
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g) Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau
bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
Dalam hal perubahan status wajib pajak efektif menjadi non efektif atau
sebaliknya, Direktorat Informasi Perpajakan harus melakukan pemantauan
terhadap perubahan status wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) dan sedangkan para account representative harus melalukan update
profil wajib pajak baik melalui aplikasi approweb maupun secara manual.
3. Profil Wajib Pajak
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006
tanggal 20 Februari 2006 Tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan
Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern Pasal 2 Angka 1
huruf c, salah satu tugas account representative pada Kantor Pelayanan Pajak
adalah menyusun profil wajib pajak.
a. Pengertian Profil Wajib Pajak
Profil wajib pajak adalah informasi mengenai wajib pajak yang meliputi
identitas dan seluruh kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara
berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen, data
akumulatif, dan data lain.
b. Tujuan Profil Wajib Pajak
Tujuan pembuatan profil wajib pajak adalah untuk menyediakan informasi
yang dapat digunakan sebagai bahan analisis, mengukur tingkat resiko dan
kepatuhan wajib pajak, serta untuk lebih mengenal wajib pajak yang terdaftar di
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unit kerjanya dan dapat memonitor perkembangan usaha yang bersangkutan dan
melakukan pengawasan, penggalian potensi, dan pelayanan yang lebih baik.
c. Informasi yang dimuat dalam Profil Wajib Pajak
1) Data Permanen :
Identitas wajib pajak umumnya meliputi: nama, Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), tanggal terdaftar/surat keterangan terdaftar, contact person,
tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban perpajakan, jenis
usaha/KLU, merk usaha, nomor dan tanggal Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP), status wajib pajak tunggal atau pusat atau cabang, alamat (meliputi:
alamat pusat, alamat cabang, peta lokasi, nomor telepon, nomor faksimile, dan
email), akte pendirian atau perubahan, daftar anggota keluarga, nomor Kartu
Tanda Penduduk (KTP), tempat dan tanggal lahir.
Profil wajib pajak badan umumnya meliputi struktur organisasi, nomor
rekening koran bank, status modal, pemegang saham dan struktur permodalan,
pengurus dan komisaris, surat persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), surat persetujuan Menteri Keuangan untuk pembukuan dalam bahasa
asing, fasilitas perpajakan, pohon kepemilikan/hubungan istimewa, kegiatan usaha
dan flowchart, kapasitas produksi, proses produksi, bahan baku, supplier, hasil
produksi, pelanggan, tenaga kerja, dan prospektus usaha.
2) Data Akumulatif
Data akumulatif terdiri dari data perkembangan usaha (laporan laba rugi,
neraca, rencana kerja anggaran perusahaan), kewajiban perpajakan mengenai
pelaporan, pembayaran, ketetapan, restitusi, tunggakan, keberatan dan banding,
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pemeriksaan dan tindakan penagihan aktif, data lawan transaksi atau pihak ketiga
seperti supplier, pelanggan, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa,
pemotong/pemungut, kreditur, debitur, transaksi hubungan istimewa, laporan
periodik kepada pihak ketiga dan sebagianya.
d. Pengumpulan Data
Pengumpulan data wajib pajak dapat dilakukan melalui pengumpulan data
dari beberapa sumber yaitu :
a. Data internal yaitu data yang diperoleh dari database perpajakan (misalnya
SPT dan lampirannya serta hasil pemeriksaan)
b. Data eksternal yaitu data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain baik
dari KPP lainnya maupun dari pihak ketiga misalnya dari otoritas
pengawas, media massa, internet, dan lawan transaksi.
Berdasarkan kedua jenis data di atas maka data wajib pajak dapat diperoleh
melalui :
a. Informasi yang diberikan oleh wajib pajak.
b. Data wajib pajak dari data Sistem Informasi DJP.
c. Data dari berkas wajib pajak.
d. Data dari Kantor Pelayanan Pajak lain.
e. Data dari otoritas pengawas (misal BPKP, data perusahaan go public dari
BEJ).
f. Observasi (misalnya laporan visit account representative).
g. Data dari wawancara (misalnya konseling, diskusi per sektor usaha,
kerjasama industri).
